
GI]SERHI:R GGF.OTiTAL$

PERATURAN GUBERNUR GORONTAI,O
NOMOR j7 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELMSANA TE;FiNIf] DINAS

BALAI PEMELIHARAAN KESEHATAN MA]VDIRI

Menimbang : a.

PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan Pasal 17 peraturan Daerah Nornor 1!l rahun
2oL3 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Dar:rah .provinsi
Gorontalo, dipandang perlu membentuk organisarsi dan Tata
Keda unit Pelaks€rna Teknis Dinas Balai pelayanan. Kesehatan
Mandiri Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaner diirnaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Pembentukan organisasi dan Talzr Kerja unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai pemeliharaan Kesehalan Mandiri
Provinsi Gorontalo;

undang-undang Nomor 8 Tahun l9z 4 tentang ip,okok-pokok
Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia'llahurn rgr4
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Inrlonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah clengan undlemg-lJndang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republih lnrdonesia
Tahun L999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negu:a Republik
Indonesia Nomor 3S9O);

undang-undang Nomor 23 Tahun lgg2 tentan6; Kes;ehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g2 l\[om,or 100,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor {}a95);
undang-undang Nomor 38 Tahun 2ooo tentang pe.mbentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negarer Republik Indonesia
Tahun 20oo Nomor 258, Tambahan lembaran Negeua Rr-publik
Indonesia Nomor a06O);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 21003 tentanLpl Ke,uang.r,
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'liahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia
Nomor a286);

5. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4.tentang F,emerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ilahun 2oo4
Nomor r25, Tambahan Lembaran Negara Republih lndonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah bebera.pa kaii diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o0g tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 T.ahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega::er Republik
Indonesia Tahun 200s Nomor 59, Tambahan Lemba.ran Negara
Republik Indonesia Nomor 48afl;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo,r tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar:L Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia TaLhun 2oo4 Nomcrr 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inrjonesia Nornor 443g);

7. undang-undang Nomor 12 Tahun 2orr tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nega::zr Rr:publik
Indonesia Tahun 2orr Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

Peraturan Pemerintah Nomor s8 'l'ahun 
20(15 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemberran Negarer Rr:publik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14o, Tamb,ahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aS78);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun '2oa7 tentang perrrbagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerinteLhan .Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT3T);

1o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo7 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonresia Tahun
2ao7 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aTaO\

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2oL3 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Goronr[alo (Lembeu'an ])aerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2or3 Nomor 121, Tambahan Lernbaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMI3ENTUKAN .ORGIINISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DII'II\S BALAI
PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GOR:ONIIALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Ci-orontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urLlsan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dzrn DPRD rnenurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oto:nomi seluas-

luasnya daiam sistem dan prinsip Negara Kesatu.am Rlepublik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau lvalikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara p,emerintahan

daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontakl

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaereLh Provinsi rG.orontalo.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatah Provinsi Gorontalo.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnyzr disingkat IJPTD adaiah

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan

Mandiri Provinsi Goronta-lo.

8. Keluarga miskin seianjutnya disebut GAKIN adalah keluarga
yang tidak bisa makan 2 (dua) kali sehari, tirlak mampLr
mengobati anaknya I anggota keluargan'Fa yang sakit ke pusat

pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak mempunyeri mata
pencaharian tetap I telah di PHK serta keluargla tersebut

mempunyai anak-anak yang tidak sekolah karena nnasalah
ekonomi.

9. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat selarnjutnya

disingkat JPKM adalah suatu cara penyele,nggaraan F)e:meliiharaan
kesehatan yang paripurna berdasarkan €uzas usaha bersarma dan
kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang
terjamin serta pembiayaan yang dilaksanzrlkan secara pra upaya.

10. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutny:r disingkat p'F,K.
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelalcsana. teknis

operasional Dinas yang dipimpin oieh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas;

(2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Manajemen

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan menrpriorttaskan

keluarga miskin dan pengelolaan klinik mata Provinsi tSorontalo.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagairn.ana dima.ksud daiam

Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai F'emeliharaan Kesehatan

Mandiri Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan Pemeliharaan KesehateLn bagi masyaral,lat;

b. memfasilitasi tindakan medis khusus (tertentu) bergi penderita

yang tidak mampu;

c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan operasional

klinik mata Provinsi Gorontalo.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas Balair
Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
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b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pemeliharaan Kesehatan;

d. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis t)inas Balaii

Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo sr:bag;aimana

tercantum pada{ampiran dan merupakan bagian tak terpi.sahkan

dari Peraturan Gubernr.rr ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

Kepaia Unit Pelaksana Teknis Dinas rnempun'yai tugas

Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatie.n bagi masl/arakat,

mengelola jarninan kesehatan bagi rnasyarakatyang rnerrjadi peeerta,

Memfasilitasi tindakan medis khusus (terten.tu) bagi perrderitzr yang

tidak mampu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagainana dimaksud dalam

Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. merencanakan program, sasaran dan l<ebijakan pr:mel.iharaan

ke sehatan rrlasyarakat;

b. melaksanakan program pemeliharaan kesehatan masi)'aralcat;

c. melaksan akan prograrrr pembiayaan dan jaminan perne,liharaan

kesehatan masyarakat;

d. rnernotivasi dan rnernfasilit-a'si rnasYarakat da-l:arn bida'ng

peningkatan kesehatan ;

e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektor

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masya.rakzrt;

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal;

g. membuat keputusan strategis dan teknis sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikran pelayanan

administrasi di lingkungan UPTD.
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Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fiangsi :

a. men5rusun rencana program dan kegiata:r sub bagiarL tata u.saha;

b. menyiapkan hasil rencana serta prog:ra"m kegiata.rr rutin dan

pembangunan dibidang pemeliharaa.n kersehatan ma.syarer-kat dan

jaminan kesehatan;

c. pengelolaan administrasi kepegawa.izrn dan radmirristrasi

keuangan;

d. menyiapkan dan mengawasi urrlsan rumah t.ang13et dan

perlengkapan;

e. melakukan perencanaan program dan pengembaJrgan sistem

informasi manajemen;

f. melaksanakan pemantarlan, pembinaan clan evaluasi pegewrai.

Bagian Ketiga

Seksi Pemeliharaan Kesehat.an

Pasai 1 1

Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tiugas meny'elenggiarakan

sebagian tugas merencanakan, melaksanalkan, memonitorinLg dan

mengevaluasi di bidang pemeliharaan keseh,atan masyarakat.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeLllsud dalam

Pasal 11 Seksi Pemeliharaan Kesehatan mernpunyai fungrsi :

a. mengumpulkan bahan/data penyusun€Ln perencana.an pt:ogram

pemeliharaan ke sehatan ;

b. melaksanakan kegiatan pemeli.hararan kesetreitarr pada

masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan

kesehatan;

d. membuat pencatatan dan pelaporan maupun ania.lisa.-anaiisa

dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehrzrtan

Pasal 13

seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempumvai tugas

merencanakan, melaksanakan, memon.itorirrg dan me:rgevalqasi di

bidang Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Ke,sr:hatan
Masyarakat.
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Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagairrrana dimaksud dalam

Pasal 13 Seksi Pembiayaan dan Jaminan. Kesehatan mennpunyai

fungsi :

a. penyusunan program pengembangan pembiayaan dan ;iaminan

kesehatan;

b. melaksanakan pembinaan kepesertaan, pembiayaan clan jiaminan

pemeliharaan kesehatan;

c. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, koorclinasi dan peni:ngkatan

kapasitas pelaku jaminan pemeliharaan kesehatan;

d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan perngernbangan

pembiayaan dan jaminan pemeiiharaan kesehatan;

e. membuat pencatatan dan pelaporan nnaupun aneilisa-analisa

dalam bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekrertaris Daerah

Provinsi sesuai peraturan perundang-unclangan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan uprD dlamgkat dan

diberhentikan sesuai peraturan perundanrg-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasai 16

Segala biaya yang limbui akibat pelaksanaan Peraturan ,G.ubernur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan .Belanja Dar:r'ah lProvinsi

Gorontalo berdasarkan peraturan perunclang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor t] Tahun 20og tentang
Pembentukan organisasi dan Tata Kerjer unit pelaks,ana Teknis
Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo
(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor {});
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b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nonior ,35 Tahun 2:C112 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nornor 8 'fahun

2008 tentang Pembentukan Orgaraisasi dan Tata Ker.ia Unit

Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemelihar,aan Kesehzrl-an Mandiri

Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo llahunL 2012

Nomor 35).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku perda teinggal diteta'pkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerj.ntahkan pe'ngun.dangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempa.tann.ya dalam Eie'rita Draerah

Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2073 No]VIoR q=
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
j 7  TAHUN 2013

.3i, ;c: ' : :- ,ucr 20t3
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA X.TDRJIT UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS I]ALAI PENIIILIHARAAN
KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

SU]3 BAGIAN
TA]'A USAHA

SEKSI
PEMELIHARAAN

KESEHATAN

SEX:SI
PEMI]IAYI\.AN DAN

JAMINAN KESEHATAN)

9

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO


